BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 275 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN, PEMERIKSA DAN PENILAIAN SEDIAAN
FARMASI RUSAK/KEDALUWARSA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Sediaan
Farmasi rusak/kedaluwarsa pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong,
maka perlu membentuk Tim Pemusnahan, Pemeriksa Dan
Penilaian Sediaan Farmasi Rusak/Kedaluwarsa Pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten
Tabalong Tahun 2024;

bahwa Sediaan Farmasi yang rusak/kedaluwarsa yang
akan dimusnahkan harus dikumpulkan untuk dilakukan
pemeriksaan nama sediaan farmasi, jumlah dan lain-lain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/
Per/X /2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016
tentang Tata Cara ' Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor
12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pemusnahan, Pemeriksa Dan Penilaian
Sediaan Farmasi Rusak/Kedaluwarsa Pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong Tahun
2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. merumuskan prosedural penghapusan barang,
mengidentifikasi jenis dan jumlah obat yang akan
dimusnahkan;
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b. melaksanakan kegiatan Pemusnahan, Pemeriksa dan
Penilaian Sediaan Farmasi Rusak/Kedaluwarsa UPTD
Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong;

c. membuat berita acara pemeriksaan Sediaan Farmasi Rusak/
Kedaluwarsa; dan

d. membuat/menyusun laporan akhir kegiatan Tim
Pemusnahan, Pemeriksa dan Penilaian Sediaan Farmasi
Rusak/Kedaluwarsa UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten
Tabalong.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /3 Fes Cols

Y Pj. BUPATI TABALONCa:

v,&( dol

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

di Tanjung.

S. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/3(C /2024
TANGGAL 13 gwni 2699

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUSNAHAN, PEMERIKSA DAN PENILAIAN
SEDIAAN FARMASI RUSAK/KEDALUWARSA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI JABATAN DALAM TIM
Pj. Bupati Tabalong Pengarah

2. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Ketua
Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

4. |Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Wakil Ketua
Tabalong

5. |Kepala Subag Kepegawaian UPTD Instalasi Sekretaris
Farmasi Kabupaten Tabalong

6. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota

7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

8. | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota

9. | Kepala Kepolisian Resor Tabalong Anggota

10. | Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Anggota
Kabupaten Tabalong

11. | Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Anggota

12. | Apoteker UPRD Instalasi Farmasi Kabupaten Anggota
Tabalong 3 (tiga) Orang

13. | Asisten Apoteker UPTD Instalasi Farmasi Anggota

Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang
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